
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 61 TAHUN 2021 

TENTANG 

TUGAS DA~ U GS 
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

DAN TENAGA KERJA 

Menimban g 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

babwa untuk melak anakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Daerab Nom or 7 Tabun 20 16 tentang P mbentu k a n dan 
Susunan Perangkat D era h sebagaimana telab d iubah beberapa 
k i, terakhir d n gan er turan Dae Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 3 Ta hun 2021 ten tang Peru bahan Kedua a tas Peraturan 
Daerah Kab aten Tasikmalay Nomor 7 Tabun 2 16 tentang 
Pemben ukan an S su an angkat Daerah dan Pasal 93 
Pera turan Bupati Tasikm alaya Nomor 39 Ta hun 202 1 tentang 
Kedudukan , Susunan Or ganisa si, Tugas da Fungsi Perangkat 
Daerah, perlu enetapkan Peratu ran Bupa i Ta s ikmalaya 
tentang Tugas a n ngsi Dinas Penan a man M dal, Pelayanan 
Ter pad Sat Pi tu dan Ten aga Kerja; 

1. Un da n g- n dang Nomor 14 Tabu 19 50 tentang Pembentukan 
Daerah -Da erah Kab paten Dala m Lingku ngan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republ" k Indonesia ahun 1950), 
sebagaimana telab diuba h den gan Un ang-Undang Nomor 4 

Tab n 1968 tentang Pem entu kan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabu a ten Subang dengan Mengubab Undang-Undang 

Nomor 14 Tahu 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban 

Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



Menetapkan 
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Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta hun 2019 Nomor 187 Ta mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

5 . Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
20 16 tentang Uru san Pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Kabupa ten Tas ikmalaya 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikma laya Tahun 2016 
Nomor 3) ; 

6. Pera turan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentan g Pembentu kan dan Susu nan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daera h Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2 01 6 Nomor 7) sebaga imana telah diubah beberapa 

ka li, tera khir den gan Peratura n Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 202 1 ten tan g Perubahan Kedua 
a tas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 20 16 tentang Pem bentuka n dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 3) ; 

7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 39); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS 
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN 
TENAGA KERJA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang m emimpin pelaksanaan u rusan pemerintah an yang menjadi 

kewenangan d a erah oton om. 
4 . Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelaya n an Terpadu Satu Pin tu dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya . 
5. Kepala adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerj a Kabupaten Tasikmalaya. 
6 . Unit Pelaksana Teknis Daerah sela njutnya d isebut UPTD adalah unit 

pelaksana teknis daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikma laya. 
7 . Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang 

melaksan akan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang d ida sarkan 
pada kea h lian dan/atau keterampila n ter tentu yang bersifat mandiri. 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasa12 

Susunan organ isasi Dina s, terdiri a tas: 
a. Kepala; 

b. Sekretariat, t erdiri atas: 
1. SUbbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2 . SUbbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Penanaman Modal, terdiri ata s : 

1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 
2. Seksi Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan 

3. Seksi Pengendalian Penanaman Modal. 
d. Bidang Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, terdiri atas: 

1. Seksi Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan; 
2. Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan; dan 
3 . Seksi Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan. 

e . Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terdiri atas: 
1. Seksi Ketenagakerjaan; dan 
2 . Seksi Transmigrasi. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
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Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 

Kepala 

Pasal3 

(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok 

memimpin Dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, 

mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas 

dan fungsi d i bidang pen anaman m odal, bid a n g perizinan berusaha dan non 
perizin an, bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi serta Unit Pela ksana 
Teknis Daerah. 

(2) Dala m m enyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 

Kepala mempunyai fungsi : 

a. penyelen ggaraan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan 

bida ng penanaman modal, perizinan berusaha dan non perizinan serta 
ketenagakerja a n dan tran sm igrasi; 

b. penyelenggaraan pembinaa n , pen gawasan dan pengendalian pelaksanaan 
pena n ama n modal, penzman berusaha dan non penzm an serta 
keten agakerjaan dan transmigrasi; 

c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam 

penyelenggaraan penanaman modal, perizinan be usaha dan non perizinan 
serta ketenagakerjaan dan t ansmigrasi; 

d. penyelenggara a n pelaya n an perizinan dan non perizinan yang m enjadi 
kewen angan Pemerintah Daerah; 

e. penyelenggaraan pengelolaan data dan pela poran bidang pen anam a n modal 
perizin a n, ketenagakerjaan dan transmigra s i; dan 

f. penyelenggaraan u rusan kesekretariatan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala sebagaim ana d imaksud pada ayat (1) 
mempunyai r incia n tugas melipu ti: 
a. Menyelenggarakan perum u san perencan aan kin erja, program, kegiatan dan 

anggaran Dinas; 

b . Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis , pembinaan, supervisi dan 

pengembangan bidang penanam a n modal , perizinan berusaha dan non 
perizinan serta ketenagakerjaan dan transmigrasi; 

c. Menyelenggarakan promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman 
modal; 

d . Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan instansi 

pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam mendukung 
pelaksanaan program dan kebijakan penanaman modal penanaman modal, 
penzman berusaha dan non penzman serta ketenagakerjaan dan 
transmigrasi; 

e. Menyelenggarakan pengawasan, pengendalian 
pelaksanaan tugas urusan bidang Bidang 
Transmigrasi; 

dan pengoordinasian 
Ketenagakerjaan dan 
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f. Menyelenggarakan supervisi dan pengembangan pelayanan terpadu satu 

pintu; 
g. Menyelenggarakan pelayanan penzman yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah; 
h. Menyelenggarakan pengelolaan data dan pelaporan penanaman modal yang 

terintegrasi; 
1. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan perizinan; 

J. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan; 
k. Menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi 

publik; 
1. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan 

operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

m. Menyelenggarakan tugas kedinasan la innya. 

Paragraf 2 

Sekreta riat 

Pasal 4 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 h ruf b mempunYaI tugas 

pokok menyelenggarakan pengkajia n , perencanaan dan program, pen gelolaan 

keuangan , umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di 

lingkun gan Dinas. 

(2) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretariat mempu nyai fu n gsi: 
a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Din as; 

b. Penyelengga raan pengkajia n perenca naan da n program kesekretariatan; 
dan 

c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keua ngan, kepegawaian dan umum. 

(3) Dalam menyelenggarakan tuga s pokok , Sekretariat sebagaiman a dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretaria t; 
b. menyelenggarakan pengkajian dan koord ina si perencan aan dan program 

dinas; 

c. Menyelenggarakan pengelolaan administras i keuangan; 
d. Menyelenggarakan pengkajian anggara n belanja; 
e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja; 
f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; 
h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

1. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian 
peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan 
hubungan masyarakat; 
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J. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator 

kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja 
instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta standar operasional prosedur 

unit kerja di lingkungan Dinas; 

k. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap unit 

kerja di Dinas; 
l. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja 

pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah Dinas; 

m. Menyelenggarakan pengelolaan naskah din as dan kearsipan; 

n. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional; 

o. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat; 

instansi 
laporan 

p . Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan; 

q. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
c. SUbbagian Keuangan. 

PasalS 

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja 
serta pelaporan Dinas. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, 
evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas; 

b . Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap 
unit kerja di Dinas; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan 
kerja; 

d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan 
teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan 
pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas; 

f. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 
pelaksanaan tugas; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasal6 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan 

ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga 

serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Umum dan Kepegawaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 
lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan 

prasarana kantor; 

c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan 

prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam; 
d. Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah; 
e . Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan 

ekspedisi dinas; 

f. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat; 

g. Melaksanakan penYlapan bahan pengaturan acara rapat dinas, 

keprotokolan dan hubungan masyarakat; 
h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk 

hukum; 
1. Melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar 

operasional prosedur tiap-tiap unit kerja; 

J. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas; 

k. Melaksanakan penytapan bahan pembinaan dan disiplin pegaWal, 
peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai; 

l. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja 
pegawal; 

m. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas; 

n. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal7 

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, 

mempunyal tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, 

penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

keuangan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, SUbbagian Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 

lingkup Subbagian Keuangan; 
b. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas; 

c. Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas; 
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d. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang 
keuangan; 

e. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas; 

f. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan 

keuangan Dinas; 

g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan; 
1. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung 

Dinas dan UPTD; 
J. Melaksanakan verifikasi keuangan; 
k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 3 
Bidang Penanaman Modal 

Pasal8 

(1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c 
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, 
pengkajian, perencanaan, pengembangan iklim dan promosi dan pengendalian 
penanaman modal. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi : 

a. Penyelenggaraan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang 
penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; 

b. Penyelenggaraan pembuatan peta potensi investasi Kabupaten; 
c. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan 

daerah Kabupaten; 

d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang 

menjadi kewenangan daerah kabupaten. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penanaman Modal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Penanaman Modal; 

b. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis pengembangan iklim dan 

promosi penanaman modal; 

c. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan agenda promOSl investasi 
tingkat nasional dan regional; 

d. Menye1enggarakan promosi dan pengembangan penanaman modal yang 
menjadi kewenangan daerah; 

e. Menyelenggarakan pembuatan peta potensi investasi daerah; 

f. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan 

perencanaan di bidang pengembangan dan promosi penanaman modal; 
g. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

Bidang Penanaman Modal; dan 



9 

h. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis 
pengendalian dan pengelolaan transmigrasi; 

1. Menyelenggarakan pembinaan penanaman modal; 

J. Menyelenggarakan analisis dan pengolahan data penanaman modal; 

k. Menyelenggarakan penyediaan data dan informasi publik terkait 
penanaman modal; 

1. Menyelenggarakan pengembangan dan 
. . 
InovaSl peningkatan 

investasi/ penanaman modal; 

m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) terdiri atas: 

a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 
b. Seksi Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan 
c. Seksi Pengendalian Penanaman Modal. 

Pasal9 

(1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyiapan bahan perencanaan penanaman modal dan kegiatan 
penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang 
menjadi kewenangan Daerah dan kegiatan pembuatan peta potensi investasi 
Kabupaten. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Perencanaan dan Pengembangan 

Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Perencanaan 

dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis 

perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal; 

c . Melaksanakan penyusunan bahan penetapan kebijakan daerah mengenai 

pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal; 
d. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan 

kemudahan penanaman modal; 
e. Melaksanakan penyusunan rencana umum penanaman modal Daerah; 

f. Melaksanakan penyediaan peta potensi dan peluang usaha Kabupaten; 
g. Melaksanakan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan terkait 

pelaksanaan penanaman modal; 
h. Melaksanakan penyusunan bahan Standar Operasional Prosedur lingkup 

tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 
1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perencanaan dan 

Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan 

J . Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasal 10 

(1) Seksi Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Terbarukan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penYlapan bahan dan kegiatan pelaksanaan promOSl 
penanaman modal pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan 
yang terintergrasi pada tingkat daerah kabupaten. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Promosi, Data dan Sistem 

Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Promosi, 

Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; 
b. Melaksanakan penyusunan strategi promosi penanaman modal; 
c. Melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal Daerah; 
d. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan promosi penanaman modal; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan promosi potensi penanaman modal; 

f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi agenda promosi investasi 

Daerah; 
g. Melaksanakan penYlapan bahan koordinasi dan pengumpulan data 

penyelenggaraan agenda promosi investasi tingkat nasional dan regional; 
h. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan 

promosi penanaman modal dalam dan luar negeri; 

1. Melaksanakan pengelolaan dan penyediaan saran a pelayanan informasi; 

J. Melaksanakan pembuatan danJatau pengembangan serta pemeliharaan 
jaringan sistem informasi berbasis teknologi informasi; 

k. Melaksanakan integrasi dan pemutakhiran data dan informasi perizinan 
dan non perizinan; 

l. Melaksanakan penYIapan data dan informasi yang diminta oleh 

konsumenJ masyarakat maupun stakeholders lainnya; 

m . Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal; 
n. Melaksanakan penyusunan bahan penyediaan informasi publik terkait 

penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan; 
o. Melaksanakan penyimpanan berkas permohanan dan 

naskahJ dokumen perizinan dan non perizinan dalam sistem 

perizinan; 

salinan 
kearsipan 

p. Melaksanakan penataan dan pengadministrasian kearsipan perizinan dan 

non perizinan; 
q. Melaksanakan sinkronisasi data penanaman modal, perizinan dan non 

penzman; 
r. Melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur lingkup 

tugas Seksi Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; 

s. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Promosi, Data dan Sistem 

Informasi Penanaman Modal; dan 
t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasal 11 

(1) Seksi Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (4) huruf c mempunyal tugas pokok melaksanakan pengelolaan 
pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan 
Daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengendalian Penanaman Modal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengendalian 

Penanaman Modal; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan 
pelaksanaan penanaman modal; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan 
pelaksanaan penanaman modal; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan 

pelaksanaan penanaman modal; 

e. Melaksanakan kegiatan pemantauan, pengumpulan, verifikasi dan evaluasi 
data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam laporan kegiatan 
penanaman modal; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan penanaman modal 

dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dalam 

merealisasikan penanaman modalnya; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan pelaksanaan penanaman 
modal; 

h. Melaksanakan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait 
pelaksanaan penanaman modal; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur lingkup 

tugas Seksi Pengendalian Penanaman Modal; 

J. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengendalian Penanaman 
Modal; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 4 

Bidang Perizinan Berusaha dan Non Perizinan 

Pasal 12 

(1) Bidang Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan 
perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman 

modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Perizinan Berusaha dan Non Perizinan mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non 

perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara 

elektronik; 
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b. Penyelenggaraan pemantauan pemenuhan komitmen penzman dan non 

perizinan penanaman modal; 

c. Penyelenggaraan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan 
pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non 
perizinan; 

d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian 

fasilitas / insentif daerah; 

e. Penyelenggaraan pengolahan, penyaJlan dan pemanfaatan data dan 

informasi perizinan dan non perizinan; 
f. Penyelenggaraan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan 

dokumenj arsip perizinan dan non perizinan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perizinan Berusaha dan Non 

Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 

meliputi: 

a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan dan perumusan 
kebijakan teknis lingkup Bidang Perizinan Berusaha dan Non Perizinan; 

b. Menyelenggarakan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non 
perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara 
elektronik; 

c. Menyelenggarakan pengkajian dan inovasi di bidang administrasi dan 

pelayanan perizinan dan non perizinan; 
d. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama administrasi 

pelayanan perizinan dan non perizinan; 
e. Menyelenggarakan pemantauan pemenuhan komitmen dan evaluasi 

perizinan dan non perizinan penanaman modal; 
f. Menyelenggarakan penerimaan permohonan, pemeriksaan berkas, 

penerimaan biaya retribusi dan penyerahan naskah perizinan dan non 

penzman; 
g. Menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD teknis terkait 

pelayanan perizinan dan non perizinan; 
h. Menyelenggarakan validasi berkas permohonan penzman dan non 

penzman; 
1. Menyelenggarakan pelayanan konsultasi dan pengaduan pelayanan 

perizinan dan non perizinan; 
J. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian 

fasilitasj insentif daerah; 
k. Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi 

perizinan dan nonperizinan serta pemeliharaan jaringan sistem informasi 

berbasis teknologi informasi; 
l. Menyelenggarakan pengelolaan data perizinan dan non perizinan; 
m . Menyelenggarakan analisis dan pengolahan data perizinan dan non 

perizinan; 
n. Menyelenggarakan penyediaan data dan informasi publik terkait perizinan 

dan non perizinan; 
o. Menyelenggarakan pengembangan dan inovasi peningkatan perizinan dan 

non penzman; 
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p. Menyelenggarakan penataan, penYlmpanan dan pemeliharaan dokumen/ 

arsip perizinan dan non perizinan; dan 
q. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

Bidang Perizinan Berusaha dan Non Perizinan; 
r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. Seksi Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan; 

b. Seksi Pelayan an Terpadu Perizinan dan Non Perizinan; dan 
c. Seksi Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan . 

Pasal 13 

(1) Seksi Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a mempunyai tugas 

pokok menyediakan pelayanan terpadu perizinan dan n on perizinan berbasis 
sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. 

(2) Dalam m enyelen ggarakan tugas pokok, Seksi Penyediaan Pelayanan Terpadu 

Perizin an dan Non Perizinan sebagaima na dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan baha n perencanaan lingkup Seksi Penyediaan 
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan; 

b. Melaksanakan fasilitas i pelayanan perizinan secara elektronik; 
c. Melak sanaka n pengelola a n admin perizinan secara elektron ik; 
d. Melak sanaka n koordinasi dengan lembaga pen gelola perizin an elek tronik; 

e. Mela ksanakan penyed iaan sarana da n pra sarana pelayanan terpadu 
perizinan da n n on perizinan; 

f. Melaksan akan su rvey kepua san m a syara kat pelayanan terpa du perizinan 
dan n on perizin a n ; 

g. Melaksanakan penyusunan bahan standar opera sion al p rosedur lingkup 
tugas Seksi Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan da n Non Perizinan; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinas i, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lin gkup Seksi Penyediaan Pelayanan 

Terpadu Perizinan dan Non Perizinan; d a n 
1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya . 

Pasal14 

(1) Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan 
pelayanan dan pemantauan pemenuhan komitmen penzman dan non 
perizinan penanaman modal. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan 
Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pelayanan 
Terpadu Perizinan dan Non Perizinan; 
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b. Melaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelayanan perizinan 
dan non perizinan; 

c. Melaksanakan administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan; 
d. Me1aksanakan penerimaan pendaftaran permohonan penerbitan perizinan 

dan non perizinan; 

e. Melaksanakan verifikasi berkas pendaftaran permohonan penerbitan 

perizinan dan non perizinan; 

f. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah teknis terkait perizinan 
dan non perizinan; 

g. Melaksanakan pengolahan bahan atau rekomendasi penerbitan perizinan 
dan non perizinan; 

h. Melaksanakan penyiapan penerbitan naskah perizinan dan non perizinan; 

1. Mela ksanakan penyiapan naskah surat penolakan perizinan dan non 

perlZman; 
J. Melak sanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur lingkup 

tugas Seksi Pelayanan Terpadu Perizin an dan Non Perizinan; 
k. Melaksanakan penyusunan bahan standar pelayanan publik; 

1. Melaksanakan penyusunan bah a n koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pela poran hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pelayanan Terpadu 

Perizina n dan Non Perizinan; dan 
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pa al 15 

(1) Seksi Pelayanan Konsulta si dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (4) huruf c mempunya i tugas pokok melaksanakan penyediaan 

pe1ayanan konsulta si da n pengelolaa n pengaduan masyarakat terhadap 
pelayanan terpadu perizinan dan n onperizina n serta m elaksanakan koordinasi 
dan sinkronisasi pen etapan pemberian fasilitasj insentif Da erah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pelayan an Konsultasi dan 

Pengaduan sebagaimana dimaksud p ada ayat (1) m empunyai rincian tugas 

meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Konsultasi 

dan Pengaduan; 
b. Melaksanakan administrasi layanan konsultasi dan pengaduan pelayanan 

perizinan dan non perizinan; 
c. Melaksanakan pemberian layanan informasi terkait pe1ayanan terpadu; 

d. Me1aksanakan penyediaan saran a dan prasarana konsultasi dan 

pengaduan; 
e. Melaksanakan pemberian layanan konsultasi terkait pelayanan terpadu; 
f. Melaksanakan identifikasi teknis penanganan layanan konsultasi dan 

pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan secara teknis dan 
operasional; 

g. Melaksanakan pemberian layanan pengaduan terkait pelayanan terpadu; 

h. Menganalisa data dan merumuskan permasalahan penanganan layanan 
konsultasi dan pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan; 
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1. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah teknis terkait 
pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

J. Melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur lingkup 

tugas Seksi Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan; 
k. Melaksanakan penyusunan bahan standar pelayanan publik; 

l. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pelayanan Konsultasi dan 

Pengaduan; dan 
m. Melaksanaka n tugas kedinasan lainnya. 

Para graf 5 

Bidang Ketenagakerja an dan Transmigrasi 

Pasal 16 

(1) Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaim ana dimaksud dala m Pasal 
2 huru f e mempunya i tugas pokok m enyelenggarakan perumusan kebijakan 
teknis, m elaksanakan bimbin gan tekn is, fasilita s i, pengem bangan, pem binaan, 
pemantauan dan evaluasi di bidan g peningkatan produktivitas dan 

penempatan tenaga kerj a, h ubungan in dustrial dan transmigrasi. 

(2) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok sebagaimana ayat (1), Bidang 
Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi m empunyai fu n gs i: 
a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pela tihan, penin gkatan 

produktivitas da n penem patan kerja; 

b. Penyelenggara an pengkajian baha n fasilitasi pelatihan dan pen ingkatan 
produktivitas dan penem patan kerja; 

c. Penyelengga raan fa silitas i pelatih a n da n pen ingka tan produktivitas dan 
penem pata n kerja; 

d. Penyelen ggaraan pen gkaj ian baha n kebijakan teknis h u bungan industrial; 
e. Penyelenggaraan hubu n ga n indus tria l; 
f. Penyelenggara a n pengkajia n bahan kebijaka n teknis ketra n smigrasian; 

g. Penyelenggaraan pengkaj ia n bah an fasilitasi ketransmigrasia n; dan 
h. Penyelenggaraan fasilitasi bidang transmigras i. 

(3) Dalam menyelenggarak a n tugas pokok, Bidang Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; 

b. Menyelenggarakan penyusunan konsultasi produktivitas pada perusahaan 
kecil; 

c. Menyelenggarakan pengelolaan informasi pasar kerja; 
d. Menyelenggarakan pengesahan pengantar kerja dan penempatan tenaga 

kerja; 

e. Menyelenggarakan penerbitan 1Zln lembaga penempatan tenaga kerja, 

perpanjangan izin tenaga kerja asing; 
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f. Menyelenggarakan program peningkatan produktivitas dan perluasan kerja 
melalui bimbingan usaha mandiri sektor informal serta program padat 
karya; 

g. Menyelenggarakan izin operasional perusahaan penyedia jasaj pekerja 

buruh yang berdomisili di Kabupaten; 

h . Menyelenggarakan program hubungan industrial; 

1. Menyelenggarakan verifikasi keanggotaan serikat pekerjaj serikat buruh; 
J. Menyelengga rakan mediasi, fasilitasi dan pelayana n kerja sarna antar 

daerah u rusan ketransmigrasian; 
k. Menyelen ggarakan penyusunan fa s ilitasi pen gem ba n gan masyarakat di 

lokasi t ransmigrasi; 

1. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaa n tugas 
lin gkup Bidang Ketenagakerjaan da n Transmigrasi; dan 

m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, sebagaiman a dimaksud pada ayat 
(1) terd iri atas: 

a. Sek si Ketenagakerjaan; dan 

b. Seksi Transmigrasi. 

Pasal 17 

(1) Seksi Ketenagakerjaan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a 
mempu nyai tug s pokok me a ksan akan penyusunan kebijaka n teknis, 

penyiapa n bahan fasilita i, pem antauan serta e Tal a si ketenagakerjaan . 

(2) Dalam m enyelengga a a n tuga s pokok, Seksi Keten agakerj aan sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (1) m m punyai rincian tugas meliputi: 
a. Mela k sanakan k ebijaka n teknis dan s tandarisasi pem binaan teknis 

penin gkatan produktivitas an pen empa tan tena ga kerja ; 
b. Melaksanakan fa s ilita si standarisasi kompeten si d a n program pelatihan, 

lembaga dan saran a pelatihan kerja dan tenaga pela tihan , pemagangan, 

produktivitas dan kewira u sah aan; 
c. Melaksanakan pen daftaran penca ri kerj a dan pencaria n lowongan kerja 

Uob canvasing) ; 

d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan d a ta pencari kerja dan data 
lowongan kerja; 

e. Melaksanakan pemberian pelayanan informasi pasar kerja kepada pencari 

kerja dan pengguna tenaga kerja; 

f. Melaksanakan rekomendasi pendirian bursa kerja, lembaga penempatan 
tenaga kerja swata, pendirian kantor cabangjrumah singgah pelaksana 
penempatan pekerja migran indonesia; 

g. Melaksanakan rekomendasi penyelenggaraan pameran bursa kerja (Job 

Fair); 

h. Melaksanakan pembinaan bursa kerja khusus; 
1. Melaksanakan pelayanan kerja antar kerja antar daerah/ antar kerja lokal; 

J. Melaksanakan rekomendasi ijin tenaga kerja sukarela luar negeri, tenaga 
kerja sukarela Indonesia dan lembaga sukarela Indonesia; 
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k. Melaksanakan pembinaan, pengedalian dan pendayagunaan tenaga kerja 

sukarela serta lembaga sukarela; 
l. Melaksanakan penerbitan, perpanjangan untuk tenaga kerja asing dan 

monitoring serta evaluasi penggunaan tenaga kerja asing; 

m. Melaksanakan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, 

lansia dan perempuan; 
n. Melaksanakan fasilitasi pemagangan kerja; 
o. Melaksanakan pemberian rekomendasi pendirian lem baga pelatihan kerja 

swasta dan penyelenggaraan kegiatan pelatihan kerja; 
p. Melaksan akan fa silitasi, ser tifikasi kompeten si da n akreditasi lembaga 

pelatihan kerja; 
q. Melaksanakan koordinasi penyelen ggaraan pelatihan kerja; 
r. Melaksanakan inventarisa si lem baga pelatihan kerja pemerinta h dan 

swasta; 
s . Mela ksanakan perluasan kesempatan kerja sektor informal progra m padat 

ka rya infrastruktur dan padat karya produktif; 

t. Melaksanakan fasilitasi pelayanan dan pen gawasan calon pekerja migran 

Indon esia ; 

u . Mela k sana kan koordinasi perlindu ngan pekerja migran Indonesia; 
v. Melaksa nakan pen catatan perjanjian kerja waktu tertentu pada 

perusahaan; 
w . Melaksanakan penyusu n an tenaga kerja makro dan mikro; 

x . Melaksanakan fasilitasi penyelesa ian perselisiha n hubungan indu strial; 

y. Melak sanaka n koord in asi jaminan sosia l ketenagakerjaan dan fasilitas 
keseja hteraan pekerj a ; 

z. Mela ksana kan fasilita si penin gkata n da n pengemban gan organisasi 
pekerjaj bu ruh dan orga n isa si pengusah a ; 

aa. Melaksanaka n fasilitas i penyusu nan da n pelaksana a n u pah mInImum 
kabupa ten serta tunjan gan hari raya; 

bb. Melaksanak a n verifikasi keanggotaan serika t pekerja j serikat buruh; 
cc. Melaksanakan fasilita s i har i buruh; dan 
dd. Melaksanakan tugas ked in asan lainnya. 

Pasal1 8 

(1) Seksi Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b 

mempunym tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, 

penyiapan bahan fasilitasi, pemantauan serta evaluasi ketransmigrasian. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Transmigrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi 

Transmigrasi; 

b. Melaksanakan kebijakan teknis lingkup seksi transmigrasi; 

c . Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data potensi 
transmingrasi; 
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d. Melaksanakan pernberdayaan rnasyarakat di pernukirnan transrnigrasi 

lokal; 
e . Melaksanakan fasilitasi peningkatan keterarnpilan dan keahlian calon 

transrnigran dan warga transrnigran; 

f. Melaksanakan rnediasi, fasilitasi dan pelayanan kerja sarna antar daerah; 
g. Melaksanakan pendaftaran, seleksi dan bahan penetapan calon 

transrnigra n; 
h . Melaksanakan fasilitasi perpindahan dan penernpatan transrnigran; 
1. Melaksana kan penyusunan bahan koordinasi, pernantau an, evaluasi dan 

pelaporan h asil pelaksan aan tuga s lingku p Sek s i Tran srnigrasi; da n 

J. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragra f 6 
Kelornpok Jabatan Fungsional 

Pasa l 19 

(1) Pengis ian Kelornpok Jabatan Fungsional sebaga irnana dirnaksud dalarn Pasal 2 

huruf f berdasarkan bidan g keahlian danl a tau keterampilan terten tu serta 
bersifa t rnandiri yang dibutuhkan dalam rangka rnenunjang tuga s sesuai 
kewena n gannya . 

(2) Jurnlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fun gsional sebagairnan a d irnaksud 
pada ayat (1) ditentukan berdasark a n kebut h an dan beban kerja yang 

dituangka n dalam Keputusan Bupati. 

(3) Jenis da n jenjan g Jabata n Fungsional sebagairna a dirnaksud pada ayat (1), 
diatur berdasarkan pera turan perunda ng-undangan. 

(4) Rincian tugas Jabata n Fu ngsional diatu r sesuai d enga n peratu ran perundang­
undangan. 

Paragraf 7 

Un it Pelak sana Teknis Daerah 

Pasa1 20 

Ketentuan lebih lanjut rnengenai pernbentukan, susunan organisasi, tugas dan 
fungsi Unit Pelaksana Teknis Da erah seba gairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 

huruf g, diatur lebih lanjut dengan Pera turan Bupati tersendiri. 

BABIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa121 

Pad a saat rnulai berlakunya Peraturan Bupati mI, pejabat yang ada tetap 

rnenduduki jabatannya dan rnelaksanakan tugasnya sampai dengan 

ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 
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BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa122 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini , maka: 
a . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Koperasi, U saha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja; 
b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
c. Peraturan Bupa ti Tasikmalaya Nomor 92 Tahun 2020 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Kopera si, U saha Kecil dan Mene gah dan Tenaga Kerja; dan 
d. Peraturan Bu pati Tasikmalaya Nomor 94 Tahun 2020 ten tang Tugas dan 

Fungsi Din a s Pena n aman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu ; 
dicabu t dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 23 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tan gga l d iundangkan. 

Agar setia p orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda ngan Peraturan 
Bupati in i dengan penempatannya dalam Berita Da erah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparn a 
pada tanggal 27 Agustus 202 1 

Ditetapkan di S·ngaparna 
pada tanggal 27 Agustu s 2021 

61 


